gesiely PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

JIn. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900 pi/v15/ C.IV.J /2017

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIX KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT IV JURAI,

Membaca : Surat Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan Nomor :
09/SP/BKC-L/III-2017 tanggal 27 Maret. 2017 perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari
Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2017;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017,
perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
undang Drt. Nomor2l Tahun 1957 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-
Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentag /
Peraturan Peliksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun J



10.

11.

12,

13.

14.

'2‘()14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
{;11111:1 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
'lf‘nmn;; Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Fahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
l)cs:l.\'nng Bersumber Dari Anggaran I’('.n(lnpul:;h dan
(H(‘Iu‘n_m Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nglllor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
da.n Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Propinsi Sumatera Barat Taliun 2007 Nowor 2J;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari SEbagaimana Telah di
ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun
Anggaran 2017, Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana N:

yang Bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bela
Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016

2010
gari
anja
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Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2010

15, fwraturan Bupat un
Pengelolaan  Keuangan Nagari I'ahun

Tentang Pedoman
Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN:

jovaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Kecamatan 1V Jurai tentang Anggaran pendapatan dan Bvl:l'ﬂ,l“
Magari Tahun Anggaran 2017 scbagaimana tercantum dalam
Jaipiran ke putusian ni.

Wil Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan pcnycmplxrnaan‘
sebagmt tindak lanjut terhadap Rancangan pPeraturan Nagarl
tentang  Anggaran Pendapatan  dan [Belanja Nagari Tahun
Anggnran 2017 berdasarkan  hasil  Evaluasi scbagnimun':l
dimaksud  diktum  Kesatu  paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

an BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti
[valuasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

adi Peraturan Nagari, Maka Peraturan
pati Pesisir

Dalam hal Wali Nagari d
hiasil
Napari tentang
Anggaran 2017 menj
Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bu
Selatan.

Wali Nag
pelaksanaan APB Nag

ari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap

ari yang telah dilakukan Evaluasi.

Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali
Napari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk
menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
baikan sebagaimana mestinya.

Keputus
apabila di
ini akan diadakan per

Ditetapkan di Salido

_—pada tanggal 2l April 2017
Ve / JURAI
&

CAMAT
IV JURAI

% BRUTU, S.STP,M.Si
OZT5\199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yili. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKDD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; ,
‘. 1\:: pala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
‘” }\.« pala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Se,latan di Painan;
0. Ketua BAMUS Nagart Bukik Kaciak Lumpo di tempat. ’




